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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis politik hukum ekonomi 
Syari’ah tentang dual banking system di Indonesia. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan 
keberlakuan undang-undang yang mengatur Dual Banking System di Indonesia 
menggunakan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan undang-undang Nomor 
21 Tahun 2008, ynag merupakan pedoman bagi operasionalnya Dual Banking 
System. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bank konvensional 
menerapkan Dual Banking System diperoleh dari faktor eksternal yang meliputi 
sosial, ekonomi, keagamaan, politik, meniru negara tetangga. Faktor internal 
terdapat pada filosofis pancasila dan perundang-undangan. Pengaruh politik 
sangat kental terhadap penerapan dual banking system di Indonesia, juga karena 
kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan pluralis.  
Kata Kunci: perbankan syari’ah, dual banking system, politik hukum ekonomi, 
politik.  
Abstract 
This study aims to determine the analysis of Sharia economic law politics on dual 
banking systems in Indonesia. By using a normative juridical research method, 
the results of the study indicate that the basis for the enactment of the law 
governing Dual Banking Systems in Indonesia uses law Number 10 of 1998 and 
law Number 21 of 2008, which is a guideline for the operation of the Dual 
Banking System. While the factors that influence conventional banks applying the 
Dual Banking System are obtained from external factors which include social, 
economic, religious, political, imitating neighboring countries. Internal factors 
are found in philosophical Pancasila and legislation. Political influence is very 
strong towards the application of the dual banking system in Indonesia, also 
because of the heterogeneous conditions of Indonesian society and pluralism. 




Fungsi perbankan syariah telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW. 
Para sahabat telah menerima tittipan harta, peminjaman uang untuk konsumsi, dan 
juga pengiriman uang. Semua dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. 
Sebelum hijrah Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Tholib untuk 
mengembalikan semua titipan. Zubair bin Awwam memilih untuk tidak menerima 
titipan, melainkan mengambilnya sebagai pinjaman. Hal ini tentu saja 
menimbulkan implikasi lain. Dia boleh menggunakan uang tersebut dan harus 
mengembalikannya 100%. Penggunaan cek juga telah marak dilakukan pada masa 
khalifah Umar bin Khattab, hal ini karena sistem perdagangan dan bisnis yang 
dilakukan antara Syam dan Yaman, setidaknya 2 kali dalam setahun. Selain itu 
penggunaan cek juga dipakai dalam pembayaran tunjungan bagi yang berhak dan 
untuk pengambilan  gandum di Baitul Mal.
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Pada era modern konsep teoritis mengenai Bank Islam kembali muncul 
pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang 
berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-
pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), 
dan Mahmud Ahmad (1952). Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan 
pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni 
Abul A'la Al-Mawdudi (1961) serta Muhammad Hamidullah (1944-1962).  
2
 
Sejak abad VIII-XII, suatu bentuk awal ekonomi pasar dan merkantilisme 
-beberapa ekonom meyebutnya sebagai "kapitalisme Islam"- telah mulai 
berkembang.
3
 Perekonomian moneter pada periode tersebut berdasarkan mata 
uang dinar yang beredar luas saat itu, yang menyatukan wilayah-wilayah yang 
sebelumnya independen secara ekonomi. 
Perbankan Syariah dari awal kemunculannya mengalami pertumbuhan 
yang sangat pesat mencapai 10-15% pertahunnya. Kegiatan bank syari’ah pertama 
                                                            
1 Lihat website OJK di https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-
syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx diakses pada 02 Januari 2019.  
2 Website OJK. 
3 Subhi Y. Labib, “Capitalism in Medieval Islam,” The Journal of Economic History, (29 
(1), 1969): 79-96. 
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kali muncul di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Kemudian diikuti oleh 
Mesir pada tahun 1963 dengan beroperasinya  Islamic Rural Bank di Desa Mit 
Ghamr Kairo, Mesir, meskipun masih dalam skala kecil dan hanya di pedesaan.
4
 
Tahun 1975 berdiri Dubai Islamic Bank sebagai awal kemunculan Bank Syariah 
di United Arab. Kemudian diikuti dengan beroperasinya Kuwait Finance house 
sebagai bank  pertama yang beroperasi tanpa bunga  di Kuwait,  pada tahun 1977.  
Dalam skala nasional Pakistan adalah negara pertama yang mempelopori 
pelaksanaan bank Syari’ah. Pemerintah Pakistan merubah seluruh sistem 
perbankan di negaranya menjadi syari’ah pada tahun 1985. Sejak tahun 1979 
beberapa institusi keuangan besar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan 
mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mempromosikan pinjaman tanpa bunga, 
terutama untuk nelayan dan petani.
5
 
Indonesia baru memulai mendiskusikan perbankan Syari’ah sebagai pilar 
ekonomi syari’ah pada tahun 1980-an. Sebagai percobaan hasil diskusi tersebut 
dipraktikan dalam skala terbatas, diantaranya Bait al-Tamwil di Masjid Salman 
Institut Teknologi Bandung (Bait al-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta, yaitu di 
Koperasi Ridho Gusti. Lebih lanjut penjelasan munculnya perbankan syari’ah di 
Indonesia hingga lahirnya Dual Banking System dan Analisis politik hukum 
ekonomi syari’ah tentangnya akan dibahas dalam artikel ini.  
Sejarah Perbankan Syari’ah di Indonesia 
Gagasan pendirian perbankan syariah yang telah dapat momentum untuk 
berkembang sejak tahun 1970–an, secara umum mengambil 2 pola. Pertama, 
mendirikan bank syariah berdampingan dengan bank konvensional (dual banking 
System) seperti yang dilakukan di Mesir, Malaysia, Arab Saudi, Yordania, 
Kuwait, Bahrain, dan Banglades. Kedua, restrukturisasi secara keseluruhan sistem 
                                                            
4  Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2010).  
5 https://www.kompasiana.com/33010160020/5ac6343ccbe52331ef7fa612/bagaimana-
sejarah-singkat-perbankan-syariah-dan-apa-saja-prinsip-prinsip-dari-bank-syariah?page=all di 
akses pada 02 Januari 2019. 
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perbankan sesuai dengan syari’ah Islam (full fledged Islamic financial system) 
seperti yang terjadi di Sudan, Iran, dan Pakistan.
6
 
Pembicaraan mengenai bank syariah muncul pada seminar hubungan 
Indonesia–Timur Tengah pada tahun 1974 dan 1976 yang diadakan oleh Lembaga 
Studi Ilmu–Ilmu Kemasyarakatan dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. 
Perkembangan pemikiran tentang perlunya umat Islam di Indonesia memiliki 
perbankan syari’ah mulai sejak itu, seiring munculnya kesadaran kaum Intelektual 
dan cendikiawan muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada 
awalnya sempat terjadi perdebatan mengenai hukum bunga bank dan hukum zakat 
dengan pajak dikalangan para ulama, cendikiawan, dan intelektual muslim.
7
 
Gagasan yang diperjuangan oleh kaum intelektual dan cedikiawan muslim 
ini tidak berjalan dengan lancar sesuai yang telah direncanakan, karena adanya 
faktor penghambat dari pendirian bank syar’ah tersebut. Adapun beberapa faktor 
penghambat pendirian bank syar’ah tersebut adalah: pertama, operasi bank 
syariah yang menerapkan bagi hasil belum diatur karena itu tidak sejalan dengan 
undang–undang pokok perbankan yang berlaku, yakni Undang–Undang Nomor 
14 Tahun 1967. Kedua, konsep bank syariah dari segi politik berkonotasi 
ideologis, merupakan bagian dari atau berkatian dengan konsep negara Islam, oleh 
karena itu tidak dikehendakinya pendirian bank syar’ah oleh pemerintah. Ketiga, 
masih dipertanyakannya siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura 
semacam ini, semantara pendirian bank baru dari timur tengah masih dicegah, 




Pada tanggal 18-19 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan Lokakarya 
bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian 22-25 
Agustus 1990 diadakan Musyawarah Nasonal IV Majlis Ulama Indonesia (MUI) 
yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya dalam rangka menindaklanjuti hasil 
                                                            
6 Yusuf Wibisono, Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan 
Regulasi Industri Perbankan Syariah, (Depok : Universitas Indonesia, 2009)  
7 Adrian Sutedi,  Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) 
8 Dawan Raharja, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi 
Agama dan Filsafat, 1999) 
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lokakarya. Hasil musyawarah tersebut adalah dibentuk kelompok kerja untuk 
mendirikan bank syar’ah di Indonesia. Hingga Pada tanggal 1 November 1991 
Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi didirikan dan resmi beroperasi pada 
tanggal 1 Mei 1992, walaupun belum memiliki payung hukum undang-undang 
ataupun peraturan tentang perbankan syari’ah.9 
Perbankan syari’ah dimulai perkembangannya sejak tahun 1992, yaitu 
dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang “bank berdasarkan 
prinsip bagi hasil”, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha 
perbankan yang memililiki dasar operasional bagi hasil. Tetapi dalam undang-
undang Nomor 7 tahun 1992 ini tidak terdapat rincian landasan hukum serta jenis-
jenis usaha yang diperbolehkan. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah 
dijadikan sebagai dasar hukum beroperasinya bank syari’ah di Indonesia yang 
menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking system) di 
Indonesia.  Hal ini juga dipicu oleh Undang-undang  Nomor 10  Tahun  1998  
yang  memungkinkan  bagi  perbankan  untuk  menjalankan Dual Banking  System 
dan  bank-bank  konvensional  yang  sudah  menguasai  pasarpun mulai melirik 
dan membuka unit usaha syari’ah.10 
Lahirnya undang-undang tersebut bertujuan agar kepentingan masyarakat 
dapat terlindungi dan terpenuhi. Bank  Indonesia (BI) sebagai  otoritas  perbankan  
saat  ini menganggap  penting  adanya  pengawasan  dan  pengaturan  kepada  
bank syar’ah, oleh karena itu terbit atau berlaku Undang-undang Nomor 10  
Tahun 1998 tentang “Perbankan” yang di dalamnya diatur tentang perbankan  
syari’ah. Undang-undang tersebut sebagai penyempurnaan dari Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang perbankan yang baru tersebut  
mengungkapkan secara tegas bahwa di Indonesia terdapat dua sistem perbankan 
(Dual Banking System) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem 
perbankan syari’ah.11 
                                                            
9 Izzur Zorabi, Percikan Api sejarah, (Malang: UB Press, 2013). 
10 Arivatu Ni’mati Rahmatika, “Dual Banking Sistem di Indonesia,” At-Tahdzib: Jurnal 
Studi Islam Dan Muamalah, 2, no. 2 (2014): 133-147. 
11 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013) 
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Lahirnya Undang-undang Nomor 10 1998 ini diikuti oleh sejumlah 
ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Iindonesia (BI)/Peraturan 
Bank Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas 
untuk mengembangkan jaringan perbankan syari’ah antara lain melalui ijin 
pembukaan kantor cabang syari’ah oleh bank konvensional. Dengan kata lain, 
bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional 
maupun berdasarkan prinsip syari’ah. Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan 
Bank Indonesia Nomor. 471/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank 
umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syari’ah dan 




Tahun 1999 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 
tentang bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia 
untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Undang-




Dual Banking System di Indonesia 
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa perbankan 
syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari’ah dan unit 
usaha syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses 
dalam menjalankan usaha berdasarkan prinsip syari’ah dan menurut jenisnya 
terdiri atas Bank Umum Syari’ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah. Apabila 
Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 
21 tahun 2008 tentang perbankan syari’ah maka  pengembangan bank syari’ah 
dilakukan dengan diterapkannya dual banking system yaitu terselenggaranya dua 
sistem perbankan secara berdampingan.
14
 
                                                            
12 Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010). 
13 Ismail, Perbankan...,  
14 Acep Rohendi, “Sistem Perbankan Indonesia Pasca Undang-undang Perbakan Syariah,” 
Wawasan TRIDHARMA, XXII no. 9 (2010): 23-28. 
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Yang dimaksud dual banking system adalah bahwa bank dapat melakukan 
dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan 
kegiatan perbankan yang berbasis nonbunga. Bank yang mengkonversi sistemnya 
menggunakan prinsip-prinsip syari’ah, maka seluruh mekanisme kerjanya  
mengikuti  prinsip-prinsip  perbankan  syari’ah. Sedangkan bank yang  melakukan 
kedua-duanya sekaligus, maka  mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa,  
terutama  yang menyangkut  interaksi  antara  kegiatan-kegiatan  yang  berbasis  
bunga yang merupakan ciri dari perbankan konvensional dengan kegiatan yang  
bebas bunga yang merupakan pembeda dari perbankan syari’ah, sehingga antara   
keduanya dapat dipisahkan. Pada  bank  yang  beroperasi  secara  konvensional,  
pendapatan bank yang utama berasal dari bunga yang dihitung berdasarkan pada  
prosentase tertentu dari pinjaman, sedangkan pada perbankan syari’ah pendapatan 
bank dihitung dari bagi hasil yang dihitung secara proporsional dari pinjaman atau 
modal yang diberikan bank kepada nasabah.
15
 
Sistem perbankan konvensional meliputi bank umum, bank perkreditan 
rakyat, dan bank asing. Sedangkan sistem perbankan syari’ah meliputi bank 
umum syari’ah, bank pembiayaan syari’ah, unit usaha syari’ah bank umum 
konvensional, dan unit usaha syari’ah bank asing. Dari kedua sistem perbankan 
(konvensional dan syari’ah) tersebut yang melakukan pembinaan dan pengawasan 
berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 21 
tahun 2008 adalah Bank Indonesia.
16
  
Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Dual Banking System 
Memang dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 
terlihat ada respon positif bagi kesadaran masyarakat terhadap perbankan, 
khususnya mereka yang muslim. Namun dengan melihat perubahan pasar dan 
integrasi ekonomi akibat globalisasi, kiranya perlu kebijakan yang sistematis 
dalam memanfaatkan keunggulan perbankan syari’ah yang diwadahi oleh dual 
                                                            
15 Lihat www.bi.go.id dan www.ojk.go.id/ 
16 Acep Rohendi, “Sistem...  
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banking system asuhan Bank Indonesia dalam menghadapi fluktuasi ekonomi 
global. 
Maka dari itu, dengan adanya dual banking system berarti telah 
memperkenankan dua sistem perbankan secara co-existance, meskipun masih 
secara implisit. Keberadaan dua sistem perbankan yang berkembang secara 
paralel dan yang mempunyai hubungan keuangan terbatas satu sama lain 
diharapkan akan dapat menciptakan diversikasi risiko yang pada gilirannya akan 
mengurangi masalah systemic risk pada saat terjadi krisis keuangan. Dengan 
keunggulan tersebut maka sudah selayaknya otoritas moneter meningkatkan 
signifikansi peran bank syari’ah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan 
nasional bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka 
dual banking system Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dimana Arsitektur 
Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan 
Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan 
industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.
17
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan keberlakuan undang-
undang yang mengatur dual banking system di Indonesia, menggunakan Undang-
undang Nomor 10 Tahun1998 dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 
merupakan pedoman bagi operasionalnya dual banking system. Sedangkan faktor-
faktor yang mempengaruhi bank konvensional menerapkan dual banking system 
diperoleh dari faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi persoalan 
sosial, ekonomi, keagamaan, politik, dan meniru negara tetangga. Adapun faktor 




Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak  di dunia. 
Ini merupakan alasan kuat yang mendasari berdirinya perbankan syari’ah di 
Indonesia. Bahkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan syari’ah di 
Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
                                                            
17Maulana Hamzah, “Optimalisasi Peran Dual Banking Sistem melalui fungsi Strategis 
JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia,” La-Riba, III, no. 2, 2009. 




Perbankan. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang belum 
pernah dialami pada masa-masa sebelumnya, akan tetapi bank syari’ah pertama di 
Indonesia yakni Bank Muamalat masih bisa bertahan dengan kondisi tersebut, 
sementara bank-bank konvensional lainnya tak berdaya dalam dekapan krisis. 
Karena ketahanan terhadap krisis ekonomi yang melanda, bank syari’ah banyak 
dilirik oleh masyarakat luas (nasabah). Setelah krisis ekonomi tersebut kemudian 
disusul dengan berdirinya bank syariah yang kedua, yaitu Bank Syari’ah Mandiri 
(BSM). Bahkan, bank-bank konvensional juga sudah banyak yang mendirikan 
unit usaha syari’ah sendiri dengan tujuan untuk menarik lebih banyak nasabah. 
Kemunculan bank-bank syari’ah di Indonesia seolah menjadi oase penyejuk bagi 
masyarakat Indonesia yang ingin terlepas dari panasnya dekapan sistem 
perbankan yang menganut sistem riba.
19
 
Pemerintah kemudian mulai memikirkan bahwa pondasi perbankan 
syari’ah lebih kuat menghadapi krisis ekonomi. Oleh karena itu melalui Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 
mengizinkan bank-bank konvensional membuka 2 jenis usaha, yakni bank 
konvensional dan layanan bank syari’ah. Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan 
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang semakin 
melengkapi regulasi pelaksanaan bank syariah di Indonesia. Sejak saat itu, mulai 
bermunculan bank-bank syari’ah di Indonesia. Sampai tahun 2007 terdapat 3 bank 
syari’ah di Indonesia yakni Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank 
Mega Syariah. Selain itu, bank umum yang menyelenggarakan layanan syari’ah 




Namun demikian pemerintah tidak langsung beralih kepada sistem 
perbankan syariah secara utuh, melainkan menggunakan dual banking system. Hal 
ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor Agama. Mayoritas 
penduduk Indonesia 80% memeluk agama Islam. Tentunya, oleh karena bank 
syari’ah menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari kitab suci Al-Qur’an, 
                                                            
19 Muslimin H. Kara, Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah 




umat Islam Indonesia akan menerima dengan sepenuh hati. Lain halnya dengan 
pemeluk agama selain Islam, tentu pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal 
yang berbau agama meskipun di Eropa perbankan syari’ah mulai banyak diminati 
oleh nonmuslim.  
 Persoalan ekonomi juga menjadi faktor penting dalam penerapan dual 
banking system di Indonesia. Faktor sosial masyarakat yang kental dengan 
kepercayaan, nilai, dan sikap keagaamaan tentu menjadi faktor yang tidak dapat 
diabaikan. Namun faktor yang penting dan besar pengaruhnya tentu saja faktor 
politik yang memainkan peran penting di negara-negara berkembang seperti 
Indonesia. Pemerintah khawatir manakala simbol religious umat Islam 
ditampakkan secara khusus akan menimbulkan dampak sosial bagi negara 
Indonesia yang heterogen dan plural. Konsep bank syari’ah dari segi politik 
berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep 
Negara Islam. Oleh karena itu menjadikan bank syari’ah menjadi satu-satunya 
sistem perbankan di Indonesia perlu dikaji kembali oleh pemerintah. Sering kali 
politik memainkan peranannya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam 
kegiatan bisnis seperti bank dan reksa dana dijalankan melalui lingkungan hukum 
atas industri tertentu.
21
 Perkembangan ekonomi syari’ah di negara tetangga seperti 
Malaysia juga mempengaruhi penerapan dual banking system di Indonesia. 
Selain faktor-faktor eksternal tersebut, penerapan dual banking system di 
Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor internal. Seperti filosofis Pancasila yang 
menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, “persatuan 
Indonesia”, juga memiliki landasan filosofis bagi penyatuan sistem bunga dan 
bagi hasil dalam satu sistem ekonomi negara, yang berkaitan erat dengan 
pluralitas agama yang ada di Indonesia.  
Selain itu lahirnya berbagai undang-undang menjadi faktor pendukung yang 
kongkrit bagi dual banking system di Indonesia. Dimulai dari Undang-undang 
Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 
tentang perubahan atas undang-undang perbankan sebelumnya, Undang-undang 
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang Nomor 3 tahun 
                                                            
21Muhammad, Bank Syariah, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2005) 
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2004 tentang perubahan atas undang-undang Bank Indonesia sebelumnya. Dan 
Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Selain itu 
beberapa peraturan Bank Indonesia juga turut memberikan andil.  
Kesimpulan 
Perbankan syari’ah dimulai perkembangannya sejak tahun 1992, yaitu 
dengan lahirnya undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang bank berdasarkan 
prinsip bagi hasil, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha 
perbankan yang memililiki dasar operasional bagi hasil. Tetapi dalam undang-
undang ini tidak terdapat rincian landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang 
diperbolehkan. Ketentuan perundang-undangan tersebut telah dijadikan sebagai 
dasar hukum beroperasinya bank syari’ah di Indonesia yang menandai dimulainya 
era sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia.  Hal ini juga 
dipicu oleh Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998  yang  memungkinkan  bagi  
perbankan untuk  menjalankan dual banking system, dan bank-bank  konvensional  
yang  sudah  menguasai  pasarpun mulai melirik dan membuka unit usaha 
syari’ah.  
Lahirnya undang-undang nomor 10 tahun 1998 berawal dari krisis yang 
melanda Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah harus bekerja keras untuk 
mengembalikan kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Tentu saja kelahiran undang-
undang ini sarat dengan berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor yang cukup 
besar mempengaruhi adalah faktor politik. Yaitu ketakutan pemerintah akan 
terjadi kekacauan politik jika sistem ekonomi diganti secara keseluruhan, karena 
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